
 

 

 
 

 

 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

 
 

Rekapitulasi penyampaian  
LHKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 

 
Kepada Yth. 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
di 

Jakarta 
 

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK/WBBM) 
dan  pengusulan  Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tahun  2023,  dengan  ini  kami  
sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut: 

 
 

REKAPITULASI PENYAMPAIAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)  

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2023 
 

 
No 

 
Keterangan 

 
Jumlah 

 
1. 

 
Jumlah seluruh Aparatur Negara 42 

 
 

a.  Wajib LHKPN 
 

b. Tidak Wajib LHKPN 
 

2. 
 
Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan 

 
3. 

 
Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan 
harta kekayaan melalui LHKPN 

- 

 
4. 

 
Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan 

 
5. 

 
Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan 
informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan 

- 

 
6. 

 
Jumlah  Aparatur  Negara yang belum menyampaikan kewajiban 
Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Negara 

- 

Demikian  rekapitulasi  kepatuhan  penyampaian  LHKAN  kami  sampaikan,  
atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

 
Yogyakarta, 28 April 2023  
Ketua 
 
 
 
 
 

1.  

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 

Jl. Janti No.66 Banguntapan Telp. (0274) 520502 Faks. (0274) 581675  

YOGYAKARTA 55198 

Website : www.ptun-yogyakarta.go.id    Email: jogjakarta@ptun.org 

     Ditandatangani secara elektronik oleh 

     

 

 

     Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H. 
 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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21 

21 

harta kekayaan melalui LHKPN 

21 

informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan 



 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 

Jl. Janti No.66 Banguntapan  Telp. (0274) 520502 Faks. (0274) 581675 

YOGYAKARTA  55198 

 

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG BERKEWAJIBAN LAPOR LHKPN 

TAHUN 2022 

 
NO 

 
NAMA 

 
NIP 

 
JABATAN 

 
BUKTI KIRIM 

1 2 3 4 5 
1 Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,M.H. 197608102000121001 Ketua Bukti terlampir 

2 
Heni Hendrarta Widya S 

K.,S.H.,M.H. 
196909251990031002 Wakil Ketua Bukti terlampir 

3 Hj Siti Umiyatun, S.H., M.H. 196403061991032004 Panitera  Bukti terlampir 
4 Budi Suryana, S.H. 196702131988031002 Sekretaris Bukti terlampir 

5 Ella Rosiana, S.H., M.H. 196709231994032001 
Panitera  Muda 

Perkara 
Bukti terlampir 

6 
Rr. Tri Asih Wahyudiati, 

S.H.,M.Kn 
196809231994032002 

Plt. Panitera Muda 

Hukum 
Bukti terlampir 

7 Agustin Andriani, SH 198108182005022003 Hakim Bukti terlampir 
8 Luthfie Ardian, SH 197703122009041001 Hakim Bukti terlampir 
9 Cahyeti Riyani,SH 197510122009122002 Hakim Bukti terlampir 

10 
Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., 

M.Kn. 
197812152007041000 Hakim Bukti terlampir 

11 
Anita Linda Sugiarto, S.TP., S.H., 

M.H. 
198107042009042006 Hakim Bukti terlampir 

12 Prasetyo Wibowo,SH,MH. 198706072011011010 Hakim Bukti terlampir 
13 Vinaricha Sucika Wiba, S.H.,M.H. 198804252011012021 Hakim Bukti terlampir 
14 Rini Haryanti, S.H. 197001141993032001 Panitera Pengganti Bukti terlampir 
15 Rahmat Susanta, S.H. 197107261993031002 Panitera Pengganti Bukti terlampir 
16 Sopiah, SH 197507151999032001 Panitera Pengganti Bukti terlampir 
17 Ganjar Supariningsih, S.H. 196604281991032001 Panitera Pengganti Bukti terlampir 
18 Risang Ade Putra, S.H. 197911112002121004 Panitera Pengganti Bukti terlampir 
19 Andrie Wibowo,  S.H. 198410182011011009 Panitera Pengganti Bukti terlampir 
20 Rr.Femy Krisnaningtyas, S.H. 198602242011012011 Panitera Pengganti Bukti terlampir 

 

Catatan: 

Berdasar Data Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 24 Maret 2023, yang 

berkewajiban melaporkan Harta Kekayaan sebagai berikut : 

JUMLAH PEGAWAI : 42 Pegawai 

LHKPN   : 21 Pegawai (100% melaporkan) 

LHKASN   : 21 Pegawai (100% melaporkan) 

 

 

21 Ika Wahyu Noviandari Pokko, S.E. 198711102011012016 PPK Bukti terlampir 
 



KETERANGAN 

 

Mutasi Keluar per Agustus 2023 sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari : 

1. Heni Hendrarta Widya S, K.,S.H.,M.H. 

2. Agustin Andriani, S.H. 

3. Luthfie Ardian, S.H. 

 

Mutasi Masuk per Agustus 2023 sejumlah 2 (dua) orang, terdiri dari : 

1. Rut Endang Lestari, S.H. 

2.  Delta Arga Prayudha, S.H.  



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : AGUS BUDI SUSILO

NIK : 3671131008760005

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : KETUA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 31 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-31 20:29:34



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN

NIK : 3374132509690010

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : WAKIL KETUA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 6 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-06 07:43:43



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HJ SITI UMIYATUN

NIK : 5371044603640005

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-15 14:48:58



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BUDI SURYANA

NIK : 3402081302670001

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : SEKRETARIS

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-03-27 11:10:43







Yth. Sdr  AGUSTIN ANDRIANI 

 
MAHKAMAH AGUNG 

 

Di Tempat 

 

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima 

dengan ringkasan sebagai berikut : 

 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 

Jakarta 12950 

 

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
 

 

Atas Nama : AGUSTIN ANDRIANI 

Jabatan : 
HAKIM - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA - PENGADILAN 
TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

Bidang : YUDIKATIF 

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG 

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2022 

  
 

 

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 

Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami 

terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 

 

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 

batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 

kembali). 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 

elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 

 

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 

 

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas 

email ini. 

 

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198 

mailto:elhkpn@kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/
http://elhkpn.kpk.go.id/




KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : CAHYETI RIYANI

NIK : 3302265210750002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 5 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-05 07:57:23



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DEDI WISUDAWAN GAMADI

NIK : 1871061512780003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 27 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-27 10:40:45



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ANITA LINDA SUGIARTO

NIK : 3374114407810005

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 17 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-17 14:10:32



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : PRASETYO WIBOWO

NIK : 3273130706870004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 10 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-10 14:21:55







KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RAHMAT SUSANTA

NIK : 3471142607710003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-03-31 15:10:05



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SOPIAH

NIK : 1871135507750004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 26 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-01-26 10:46:41



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : GANJAR SUPARININGSIH

NIK : 3515136804660002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-15 13:43:07



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RISANG ADE PUTRA

NIK : 3671011111790003

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-04-04 10:09:27



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ANDRIE WIBOWO

NIK : 3471131810840004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 28 Maret 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-05-02 14:53:24



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FEMY KRISNANINGTYAS

NIK : 3311106402860004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat

Tanggal Kirim : 10 Maret 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-05-02 16:48:29



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IKA WAHYU NOVIANDARI POKKO

NIK : 9171055011870004

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat

Tanggal Kirim : 13 Juli 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban 
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-07-14 03:12:37



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUT ENDANG LESTARI

2. Jabatan : HAKIM

3. NHK : 146161

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/1325 m2 di KAB / KOTA ---, 

WARISAN Rp. 2.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/32 m2 di KAB / KOTA ---, 

HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/32 m2 di KAB / KOTA ---, 

HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, 

HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL 

SENDIRI Rp. 5.000.000

3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 920.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.552.000.000

III. HUTANG Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.252.000.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 

2022 



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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